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Abstrak 

Provinsi Papua Barat menghadapi tantangan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan 

pembangunan, yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

stagnasi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Program Magang 

Afirmatif ASN, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), dirancang 

untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui penguatan perilaku proaktif, adaptif, dan 

bertanggung jawab, sejalan dengan kebijakan strategis nasional seperti RPJMN 2020-2024 

dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

efektivitas program dalam meningkatkan perubahan perilaku ASN Papua Barat serta menilai 

relevansi rencana aksi peserta dengan kebijakan pembangunan nasional. Pendekatan 

campuran (mixed methods) digunakan dengan metode kuantitatif dan kualitatif melalui 

kuesioner, observasi mentor, dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

program ini efektif dalam meningkatkan perilaku proaktif, adaptif, dan bertanggung jawab, 

terutama di kelompok usia 30–39 tahun. Peserta wanita menunjukkan performa yang setara 

dengan pria, sementara peserta dengan pendidikan Magister mencatat skor tertinggi. 

Rencana aksi yang disusun peserta memiliki relevansi yang kuat terhadap kebijakan 

nasional, seperti RPJMN, RPJP, dan kebijakan otonomi khusus Papua. Kesimpulannya, 

program ini berhasil memperkuat kapasitas ASN dalam mendukung tata kelola 

pemerintahan yang efektif dan percepatan pembangunan di Papua Barat. Diperlukan 

peningkatan partisipasi wanita, modul pelatihan tambahan untuk ASN muda, dan 

mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak program dalam jangka 

panjang. 

Kata Kunci: Kompetensi ASN; Program Magang Afirmatif; Papua Barat; Kebijakan 

Strategis Nasional; Tata Kelola Pemerintahan. 
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Abstract 

West Papua Province continues to face significant challenges in governance and 

development, as reflected in its low Human Development Index (HDI) and stagnating 

performance in the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP). 

The Affirmative Internship Program, initiated by the National Institute of Public 

Administration (LAN), aims to enhance the competencies of Civil Servants (ASN), 

particularly fostering proactive, adaptive, and responsible behaviors. This program aligns 

with national policies such as the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan 

(RPJMN) and Presidential Instruction No. 9 of 2020, which focus on accelerating 

development in Papua and West Papua. This study evaluates the program's effectiveness in 

improving ASN behavioral competencies and assesses the relevance of participants' action 

plans to national development policies. Utilizing a mixed-method approach, the research 

combines quantitative data from questionnaires and qualitative insights from mentor 

observations and policy analysis. The results show that the program successfully enhanced 

participant competencies, particularly among those aged 30–39. Although women 

participants were fewer, they demonstrated performance equal to their male counterparts, 

while participants with a Master’s degree achieved the highest scores. Participants' action 

plans were highly relevant to national policies and contributed to strategic development 

goals. In conclusion, the program effectively strengthened ASN capacity, supporting better 

governance and accelerated regional development in West Papua. To ensure long-term 

impact, increasing women’s participation, developing tailored training modules for younger 

ASN, and implementing systematic evaluations are recommended. 

Keywords: ASN Competency; Affirmative Internship Program; West Papua; National 

Policy; Governance. 

 

PENDAHULUAN 

Provinsi Papua Barat melalui PP Nomor 24 Tahun 2007 resmi menjadi provinsi 

pertama yang dimekarkan dari Provinsi Papua, setelah sebelumnya pada tahun 2003 

bertransformasi menjadi Irian Jaya Barat. Setelah lebih dari satu dekade pasca pemekaran, 

Provinsi Papua Barat masih dalam kondisi yang belum ideal. Hal ini tercermin pada 

beberapa indikator seperti pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua 

Barat. Pada tahun 2022, Indikator Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa 

Provinsi Papua Barat masih di bawah rata-rata nasional. 
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Tabel 1.1 

Potret Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2022 

 

 

Indikator tata kelola dalam kurun 2020-2022 di tingkat Provinsi Papua Barat pun 

menunjukkan hal yang serupa. Berdasarkan hasil nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah) Provinsi Papua Barat masih stagnan bahkan cenderung menurun dan di 

bawah rata-rata nasional yakni 70,88 (Tabel 1.1).  

Tabel 1.2  

Nilai Akuntabilitas Kinera Provinsi Papua Barat 
Tahun Nilai 

2020 63 (B)  

2021 63,22 (B) 

2022 63,11 (B) 

  

Sebagaimana termaktub dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 

(RIPPP), ASN di Pemerintah Provinsi Papua Barat memegang peranan penting dalam 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. ASN diharapkan memiliki karakter yang adaptif, 

proaktif, dan bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Namun, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) ASN dan kurangnya relevansi 

pelatihan dengan kondisi lokal menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang efektif. Di Papua Barat sendiri, terdapat beberapa permasalahan utama 

yang menghambat efektivitas kinerja ASN, antara lain: 

1. Kualitas ASN Papua Barat yang Belum Memadai: ASN di Papua Barat menghadapi 

tantangan dalam menyelaraskan tata kelola daerah dengan kebijakan strategis 



Azizah Puspasari, Yoga Suganda Sukanto, Royan Aditama 

252 | Jurnal Administrasi Publik, Vol. XX (2), 2024, 249-280 

nasional. Hal ini tercermin dari indikator pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan 

nilai SAKIP yang stagnan dan berada di bawah rata-rata nasional.  

2. Tantangan Implementasi Kebijakan Nasional di Wilayah Otonomi Khusus: Meski 

kebijakan nasional seperti RPJMN 2020-2024 dan UU Otonomi Khusus Papua telah 

memberikan kerangka pembangunan, implementasi di daerah seperti Papua Barat 

sering menghadapi keterbatasan dalam kapasitas SDM dan adaptasi kebijakan. 

3. Kurangnya Instrumen Pelatihan ASN yang Kontekstual: Metode pelatihan tradisional 

sering kali tidak cukup untuk menangani kompleksitas tugas birokrasi di wilayah 

otonomi khusus seperti Papua Barat.  

Sebagai respon terhadap permasalahan ini, Pendekatan pelatihan berbasis Program 

magang yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah salah satu 

instrumen penting untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi kompleksitas 

tugas-tugas birokrasi di Papua Barat. Program ini dirancang dengan model pelatihan berbasis 

praktik atau learning by doing, di mana peserta tidak hanya belajar teori tetapi juga terlibat 

langsung dalam proses kerja di instansi pemerintah pusat dan daerah yang lebih maju. 

Program ini diharapkan dapat membentuk perilaku ASN yang proaktif, adaptif, dan 

bertanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun rencana aksi 

yang selaras dengan kebijakan strategis nasional. Hal ini sejalan dengan instruksi 

dalam Inpres No. 9 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas ASN di 

Papua dan Papua Barat sebagai pilar utama percepatan pembangunan kesejahteraan. 

Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2020, pengembangan SDM di Papua, khususnya 

ASN, adalah salah satu pilar dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan. Program ini 

harus dapat mendukung RPJMN yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ASN secara 

nasional. Penelitian ini berfokus pada bagaimana program magang ini berdampak pada 

peningkatan perilaku proaktif, tanggung jawab, dan adaptasi ASN, serta relevansinya 

dengan kebijakan pembangunan nasional. 

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu bentuk 

pengembangan kompetensi berupa pelatihan non klasikal yang dapat dilakukan adalah 

magang/praktek kerja. Magang merupakan pengembangan kemampuan prinsip belajar-

bekerja. Keuntungannya akan menghasilkan hal yang bermanfaat dalam pengembangan 

sumber daya manusia terhadap pengembangan kemampuan peserta. Istilah magang dapat 
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diartikan hubungan langsung antara seseorang dengan orang lain dalam penyampaian dan 

penerima informasi. 

Proses belajar melalui magang (learning on the job) akan membiasakan diri untuk 

mengikuti proses pekerjaan yang biasa dilakukan dan yang akan dilakukan. Peserta magang 

tidak hanya melihat dan mendengarkan teori, tetapi mereka juga harus melakukan pekerjaan 

secara langsung. Melalui proses pembelajaran ini, pemagang dapat secara langsung 

memperoleh keterampilan dan mengalami perubahan pengetahuan dan sikap saat bekerja. 

Sikap dan keterampilan dapat diperoleh tidak hanya dari teori, tetapi juga secara langsung 

melalui visi, dan membantu sumber belajar di tempat kerja. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi studi terhadap research gap 

yang relevan di bidang administrasi publik, diantaranya: 

1. Pengembangan Kompetensi ASN melalui Magang Berbasis Kebijakan: berusaha 

menganalisis efektivitas program magang afirmatif sebagai instrumen inovatif untuk 

meningkatkan kompetensi ASN, khususnya dalam aspek perilaku dan kesesuaian 

kebijakan. Hal ini mengisi kekurangan literatur terkait pelatihan ASN yang dirancang 

khusus untuk mendukung tata kelola daerah di wilayah otonomi khusus. 

2. Internalisasi Prinsip Good Governance di Daerah Tertinggal: Dengan fokus pada 

akuntabilitas, transparansi, dan adaptasi kebijakan, penelitian ini menegaskan 

pentingnya pelatihan berbasis praktik untuk menginternalisasi prinsip-prinsip tata 

kelola yang baik. 

3. Adaptasi Kebijakan Nasional dengan Kondisi Lokal: Studi ini menggarisbawahi 

pentingnya kontekstualisasi kebijakan nasional, seperti RPJMN dan Instruksi Presiden 

No. 9 Tahun 2020, agar sesuai dengan karakteristik sosial-budaya daerah otonomi 

khusus. Penelitian ini menawarkan wawasan tentang bagaimana kebijakan nasional 

dapat diimplementasikan melalui pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis 

kebutuhan lokal. 

4. Perubahan Perilaku ASN sebagai Fokus Utama Pelatihan: Berbeda dari sebagian besar 

studi administrasi publik yang berfokus pada aspek teknis pelatihan, jurnal ini 

menyoroti pentingnya perubahan perilaku ASN (proaktif, adaptif, dan bertanggung 

jawab) sebagai elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. 

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada metodologi studi administrasi 

publik melalui tiga pendekatan utama. Pertama, penerapan mixed methods yang 

mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif memungkinkan evaluasi holistik 
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terhadap efektivitas program pelatihan, khususnya dalam mendorong perubahan perilaku 

ASN. Kedua, pendekatan evaluasi multidimensi yang mencakup indikator perilaku—seperti 

kedisiplinan, kerja sama, dan prakarsa—serta keterkaitan kebijakan strategis nasional 

(RPJMN, RPJP, dan kebijakan otonomi khusus) mengatasi keterbatasan evaluasi yang 

selama ini cenderung teknis dan parsial. Ketiga, pengenalan metode matriks relevansi 

kebijakan menghadirkan kerangka evaluasi berbasis hasil (outcome-based evaluation) yang 

menilai keselarasan rencana aksi peserta dengan kebijakan nasional. Pendekatan ini tidak 

hanya sistematis tetapi juga memperkaya wacana evaluasi kebijakan berbasis praktik dalam 

administrasi publik, sekaligus menawarkan model yang aplikatif dan relevan secara 

akademik maupun praktis. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab 

dua rumusan masalah utama yaitu Bagaimana Program Magang Afirmatif dapat 

meningkatkan perilaku proaktif, adaptif, dan bertanggung jawab ASN di Papua Barat dalam 

menjalankan tugas-tugas mereka serta Sejauh mana rencana aksi yang disusun oleh peserta 

Program Magang Afirmatif mencerminkan kesesuaian dengan dokumen kebijakan strategis 

nasional seperti RPJMN, RPJP, dan kebijakan otonomi khusus Papua? 

Dengan menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kebijakan pelatihan ASN yang lebih 

kontekstual serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kapasitas ASN untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua 

Barat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi model evaluasi bagi pelaksanaan program 

serupa di wilayah lain dengan karakteristik tantangan yang sama. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan konseptual 

dalam memahami efektivitas Program Magang Afirmatif bagi ASN Papua Barat dalam 

mendukung kebijakan nasional. Ruang lingkup tinjauan ini mencakup teori-teori relevan, 

konsep kunci, studi terdahulu, serta kerangka berpikir yang mendasari penelitian. Fokus 

utama mencakup teori good governance, efektivitas program pelatihan, perilaku proaktif dan 

adaptif, serta kebijakan strategis nasional seperti RPJMN 2020–2024, UU Otonomi Khusus 

Papua, dan Inpres No. 9 Tahun 2020. 
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Teori Efektivitas Program 

Efektivitas sebuah program tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi dari 

bagaimana program tersebut mampu membawa perubahan nyata pada individu dan 

kelompok yang terlibat. Menurut Robbins (2009) dalam Organizational Behavior, 

keberhasilan program terlihat ketika terjadi perubahan perilaku individu—seperti 

peningkatan pemahaman, motivasi, dan keterampilan—yang dapat mendukung tujuan 

organisasi. Selain itu, kemampuan kelompok untuk bekerja sama secara efektif dalam 

menyusun solusi dan rencana aksi juga menjadi tanda penting bahwa program berjalan 

dengan baik. 

Efektivitas program diartikan sebagai kemampuan suatu program dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Robbins, 2009). Dalam konteks Program Magang Afirmatif 

ASN Papua Barat, efektivitas diukur melalui dua dimensi utama: 

a. Evaluasi Sikap dan Perilaku Peserta Penilaian dilakukan terhadap: 

o Kedisiplinan: Kehadiran, kepatuhan, dan ketepatan waktu peserta. 

o Kerja Sama dan Prakarsa: Kemampuan bekerja dalam tim dan inisiatif individu 

dalam menyelesaikan tugas. 

o Pengembangan Potensi Diri: Upaya peserta dalam memaksimalkan 

pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pribadi dan profesional. 

Evaluasi ini mendukung teori proactive behavior (Crant, 2000), mendefinisikan perilaku 

proaktif sebagai tindakan individu yang berinisiatif untuk mengubah kondisi kerja menuju 

hasil yang lebih baik. Proaktivitas penting dalam birokrasi untuk mendorong inovasi dan 

penyelesaian masalah. 

b. Evaluasi Rencana Aksi dan Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional 

Rencana aksi peserta dievaluasi berdasarkan: 

o Ketepatan: Kesesuaian rencana aksi dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan 

nasional seperti RPJMN 2020-2024 dan UU Otonomi Khusus Papua. 

o Inovasi dan Manfaat: Solusi kreatif yang memberikan dampak nyata bagi 

organisasi. 

o Pemanfaatan Sumber Daya: Perencanaan sistematis yang menggunakan data dan 

informasi sebagai dasar. 

Penilaian ini selaras dengan prinsip good governance (World Bank, 1994), yaitu efektivitas 

dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan pendekatan ini, Program 

Magang Afirmatif  berfungsi sebagai instrumen pengembangan kapasitas ASN, mendorong 
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perubahan perilaku proaktif, serta memastikan kontribusi nyata terhadap implementasi 

kebijakan strategis nasional di Papua Barat. 

 

Teori Perilaku Proaktif dan Adaptasi Birokrasi 

o Perilaku Proaktif: Crant (2000) mendefinisikan perilaku proaktif sebagai inisiatif 

individu untuk mengubah lingkungan kerja ke arah yang lebih baik melalui tindakan 

inovatif dan antisipatif. Sikap proaktif ASN diperlukan untuk mendorong inovasi 

dalam penyelesaian tantangan birokrasi di Papua Barat. 

o Adaptasi Birokrasi: Deci dan Ryan (2000) menekankan bahwa adaptasi merupakan 

respons fleksibel terhadap perubahan kebijakan dan dinamika lingkungan kerja. 

Konsep ini tercermin dalam nilai Adaptif yang menjadi bagian dari core value 

ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, 

Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Nilai ini menuntut ASN untuk siap menghadapi 

perubahan, menciptakan inovasi, dan bertindak proaktif dalam pengembangan 

layanan publik. 

Dengan integrasi teori perilaku proaktif dan adaptasi birokrasi, Program Magang 

Afirmatif tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga mendorong perubahan 

perilaku ASN untuk lebih responsif terhadap tuntutan pembangunan di Papua Barat yang 

sejalan dengan kebijakan nasional. 

Teori Kebijakan Publik 

Dye (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Dye (2017), kebijakan 

publik didefinisikan sebagai "whatever governments choose to do or not to do", yang berarti 

kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk bertindak, tetapi juga keputusan untuk 

tidak mengambil tindakan dalam merespons isu atau masalah publik tertentu. 

Dalam konteks pembangunan di Papua Barat, kebijakan publik memiliki peran 

strategis dalam membentuk kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kebijakan strategis seperti RPJMN 2020–2024, UU Otonomi Khusus Papua, dan Inpres No. 

9 tahun 2020. 
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Teori Good Governance 

Prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas dan transparansi, sangat 

relevan dalam membangun kapasitas ASN. World Bank (1994) menyatakan bahwa tata 

kelola yang baik adalah dasar dari pelayanan publik yang efektif. Program magang dirancang 

untuk menginternalisasi prinsip-prinsip ini dalam praktik kerja ASN. Penelitian oleh Gupta 

dan Sharma (2023) dalam Journal of Public Administration menunjukkan bahwa pelatihan 

dan pengalaman langsung dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dapat 

meningkatkan akuntabilitas ASN, terutama di wilayah yang memiliki tantangan tata kelola 

yang kompleks. 

 

Teori Motivasi Dua Faktor (Two-Factor Theory) 

Herzberg (1959) mengemukakan bahwa faktor-faktor motivator, seperti pengakuan 

dan pencapaian, dapat mendorong ASN untuk bekerja lebih baik. Program magang 

memberikan kesempatan bagi peserta untuk meraih pengakuan dan pencapaian dalam 

lingkungan kerja yang baru dan menantang. 

 

Konsep Magang Afirmatif 

Tindakan afirmatif atau affirmative action adalah kebijakan yang dirancang untuk 

memberikan kesempatan yang lebih setara kepada kelompok atau golongan yang selama ini 

memiliki akses terbatas atau berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan 

kelompok lainnya dalam bidang yang sama. Secara sederhana, tindakan afirmatif dapat 

diartikan sebagai langkah yang memberikan keistimewaan atau prioritas kepada kelompok 

tertentu, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, atau akses ke 

kesempatan yang penting. 

Dalam konteks program Magang Afirmatif, kebijakan ini bertujuan untuk 

mendukung percepatan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Papua Barat. Program 

ini berfokus untuk memberikan prioritas kepada ASN yang berasal dari kalangan Orang Asli 

Papua (OAP), dengan mengakomodasi berbagai latar belakang usia, jabatan, dan 

pengalaman yang mereka miliki. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar ASN OAP 

dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih setara dengan ASN dari 

wilayah lain, terutama dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta 

mendukung agenda pembangunan nasional di Provinsi Papua Barat. 
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Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian ini membangun hubungan antara efektivitas 

program magang afirmatif, peningkatan kompetensi ASN, dan kontribusinya terhadap 

implementasi kebijakan publik. Rangkaian logis ini dirumuskan dalam tiga komponen 

utama: 

a. Efektivitas Program Magang 

Efektivitas program magang diukur melalui: 

1) Evaluasi Sikap dan Perilaku Peserta: 

o Kedisiplinan – dinilai melalui pengamatan penyelenggara dan mentor. 

o Kerja Sama dan Prakarsa – dinilai dari inisiatif dalam menyelesaikan 

tugas dan berkontribusi dalam tim. 

o Pengembangan Potensi Diri – penilaian atas kemampuan peserta untuk 

mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya dalam lingkungan kerja. 

2) Evaluasi Rencana Aksi: 

o Ketepatan rencana aksi dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan 

nasional. 

o Kreativitas dalam menyusun solusi inovatif yang berdampak positif. 

o Pemanfaatan sumber daya, data, dan informasi secara efektif. 

b. Peningkatan Kompetensi ASN 

Program ini berfokus pada dua aspek: 

1) Perilaku Proaktif dan Adaptif: Peserta diharapkan mampu mengambil 

inisiatif, berinovasi, dan merespons perubahan kebijakan dengan cepat dan 

efektif. 

2) Kesesuaian Rencana Aksi dengan Kebijakan Strategis Nasional: Rencana 

aksi peserta harus mendukung implementasi kebijakan seperti RPJMN 2020–

2024 dan UU Otonomi Khusus Papua, serta memberikan solusi praktis 

terhadap tantangan lokal. 

c. Dampak Terhadap Kebijakan Publik 

Program ini diharapkan berdampak signifikan dalam mendukung implementasi 

kebijakan nasional, seperti: 

1) Pembangunan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas 

ASN yang mampu menjalankan tata kelola pemerintahan efektif. 
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2) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: ASN yang kompeten mendorong 

birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

3) Percepatan Pembangunan Papua Barat: Melalui rencana aksi yang inovatif 

dan berbasis data, ASN dapat mendukung realisasi tujuan pembangunan di 

wilayah otonomi khusus. 

Dengan demikian, program Magang Afirmatif tidak hanya meningkatkan kapasitas individu 

peserta, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan nasional yang berdampak nyata di Papua Barat. 

Studi Terdahulu 

Penelitian terdahulu terkait efektivitas program magang dan peningkatan 

kompetensi ASN dalam mendukung kebijakan publik memberikan gambaran yang 

komprehensif tentang pentingnya program ini sebagai instrumen pengembangan sumber 

daya manusia. Beberapa studi yang relevan mencakup: 

1. Program Magang dan Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning): 

o Kolb (1984) mengemukakan bahwa pembelajaran melalui pengalaman langsung 

(experiential learning) melibatkan empat tahap utama: pengalaman konkret, 

refleksi, konseptualisasi, dan penerapan. Dalam konteks program magang afirmatif, 

siklus ini memungkinkan peserta memperoleh keterampilan praktis dan reflektif 

secara berkelanjutan, yang diperlukan untuk pengembangan kompetensi ASN. 

o Studi oleh Smith et al. (2023) dalam Journal of Organizational 

Behavior menunjukkan bahwa magang berbasis praktik mampu meningkatkan 

kapasitas adaptasi dan kolaborasi pegawai pemerintah dalam menghadapi 

perubahan organisasi. 

2. Efektivitas Program Pengembangan ASN: 

o Penelitian Taylor dan Green (2022) di Public Administration Review menegaskan 

bahwa program pelatihan yang berbasis praktik kerja dapat meningkatkan perilaku 

proaktif dan kualitas rencana aksi strategis, khususnya di daerah dengan 

keterbatasan sumber daya manusia. 

o Ardiansyah et al. (2021) dalam International Journal of Public 

Administration menekankan bahwa pendekatan afirmatif untuk ASN di daerah 
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tertinggal, seperti Papua Barat, membantu dalam peningkatan kompetensi teknis 

dan sikap adaptif. 

3. Tindakan Afirmatif untuk Kelompok Marginal: 

o Studi Klin (2009) menjelaskan bahwa affirmative action dapat mengurangi 

ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan dengan memberikan prioritas kepada 

kelompok tertentu. Dalam konteks ASN Papua Barat, tindakan afirmatif menjadi 

langkah strategis untuk memastikan bahwa OAP mendapatkan kesempatan yang 

sama dalam peningkatan kapasitas profesional. 

4. Kebijakan Publik dan Evaluasi Program: 

o Gupta dan Sharma (2023) dalam Journal of Public Policy menunjukkan bahwa 

efektivitas kebijakan dapat diukur dari peningkatan akuntabilitas dan kontribusi 

terhadap implementasi kebijakan pembangunan. Program magang afirmatif 

dikaitkan langsung dengan kebijakan strategis seperti RPJMN 2020–2024 dan 

Inpres No. 9 Tahun 2020. 

Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis dan praktis yang kuat 

mengenai efektivitas program magang berbasis praktik dalam meningkatkan kompetensi dan 

kinerja ASN. Studi ini mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dengan memfokuskan 

pada evaluasi program magang afirmatif untuk ASN Papua Barat sebagai upaya mendukung 

implementasi kebijakan pembangunan nasional secara lebih efektif. 

Research Gap: Penelitian terdahulu belum secara spesifik mengevaluasi efektivitas program 

magang afirmatif dalam mendukung kebijakan nasional di wilayah otonomi khusus seperti 

Papua Barat. Studi ini berfokus pada peningkatan kompetensi ASN dalam aspek perilaku 

adaptif, proaktif, dan penyusunan rencana aksi yang relevan dengan kebijakan nasional. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan metode 

kuantitatif dan kualitatif. Metode ini mencakup analisis deskriptif, analisis relevansi 

kebijakan, dan analisis regulasi untuk mengkaji kontribusi program magang terhadap 

implementasi kebijakan nasional. 

1. Lokus dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama Program Magang Afirmatif bagi ASN Provinsi 

Papua Barat yang diselenggarakan LAN pada 21 Agustus hingga 4 Oktober 2023. Kegiatan 

magang berlangsung di beberapa lokasi, antara lain di LAN, instansi mitra pemerintah pusat 
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(Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, dan LKPP), serta instansi mitra pemerintah 

daerah (Provinsi Jawa Barat; Jawa Tengah; Provinsi DI Yogyakarta; dan Provinsi Jawa 

Timur). 

2. Karakteristik Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan fokus pada evaluasi 

kontribusi program magang terhadap perubahan perilaku ASN. Penilaian dilakukan terhadap 

karakteristik sikap perilaku peserta, seperti inisiatif, serta bagaimana peserta menyajikan 

rencana aksi yang relevan dengan kebijakan nasional. Penilaian ini mencakup proses 

penyusunan relevansi rencana aksi dengan kebijakan nasional serta kemampuan peserta 

dalam menyajikan dan menyampaikan rencana aksi tersebut kepada pihak terkait. Sampel 

penelitian terdiri dari 20 (dua puluh) orang ASN peserta program magang afirmatif yang 

berasal dari berbagai instansi di Papua Barat. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer: Data primer dikumpulkan melalui beberapa metode untuk 

mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai pengalaman peserta 

magang. 

1) Survei (Kuesioner): Pengisian kuesioner dilakukan oleh seluruh peserta 

Program Magang Afirmatif bagi ASN Provinsi Papua Barat sebanyak 20 (dua 

puluh) orang. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur perubahan sikap, 

perilaku, dan kompetensi peserta dalam kaitannya dengan kebijakan nasional 

yang relevan. Kuesioner ini mencakup pertanyaan tertutup dan terbuka yang 

berkaitan dengan inisiatif peserta, pemahaman mereka terhadap kebijakan 

nasional, serta kesesuaian rencana aksi yang mereka buat. 

2) Wawancara: Wawancara dilakukan secara acak dengan sejumlah peserta 

magang, dengan tujuan untuk memperoleh pandangan lebih mendalam 

mengenai pengalaman peserta dan evaluasi terhadap hasil dan proses magang. 

Sebanyak 10 orang peserta diwawancarai dengan menggunakan pendekatan 

wawancara yang tidak terlalu terstruktur. Pertanyaan wawancara bersifat 

fleksibel dan memungkinkan peserta untuk memberikan penjelasan yang lebih 

terbuka mengenai pengalaman mereka selama program magang, serta 

tantangan yang dihadapi. 

3) Focus Group Discussion (FGD): FGD dilakukan dengan kelompok 

penyelenggara dan pembimbing (coach) yang berasal dari instansi pusat dan 
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instansi daerah yang terlibat sebagai mitra magang. Sesi FGD ini melibatkan 

sebanyak 4-6 orang dari setiap kelompok, yang terdiri dari penyelenggara 

program di LAN dan para pembimbing dari instansi pusat dan instansi daerah 

yang berkolaborasi dengan program magang. FGD ini bertujuan untuk 

menggali wawasan tentang proses magang, tantangan yang dihadapi oleh 

peserta dan penyelenggara, serta evaluasi terhadap kontribusi program dalam 

mendukung kebijakan nasional. Diskusi juga akan mengeksplorasi pandangan 

para pembimbing tentang kemampuan peserta dalam menyusun rencana aksi 

yang relevan dengan kebijakan nasional. 

b. Data Sekunder: Data sekunder mencakup kebijakan nasional, seperti RPJMN 2005-

2025, RPJP, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, Undang-Undang No. 2 Tahun 

2021, serta Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2023 tentang Rancangan Induk 

Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Data ini digunakan untuk menganalisis 

keterkaitan program magang dengan kebijakan pembangunan nasional. 

c. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan analisis data untuk menghasilkan 

pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif: 

• Analisis Statistik Deskriptif: Digunakan untuk menggambarkan distribusi nilai 

dan performa peserta magang berdasarkan hasil survei. Analisis ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran kuantitatif tentang bagaimana peserta magang 

berkembang dalam hal inisiatif dan kemampuan menyusun serta menyajikan 

rencana aksi. 

• Analisis Relevansi Kebijakan: Digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana 

program magang berkontribusi terhadap pencapaian kebijakan nasional dan 

daerah yang relevan. Analisis ini membandingkan rencana aksi yang disusun 

oleh peserta magang dengan tujuan dan sasaran kebijakan nasional yang berlaku, 

serta mengidentifikasi kesesuaian antara keduanya. 

• Analisis Regulasi: Digunakan untuk mengevaluasi kontribusi program magang 

dalam konteks regulasi yang mendukung kebijakan nasional, termasuk Undang-

Undang, Instruksi Presiden, dan Peraturan Presiden terkait pembangunan di 

Papua. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan dan 

regulasi yang ada dapat mempengaruhi hasil dan dampak dari program magang 

bagi ASN di Papua Barat. 
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HASIL DAN DISKUSI 

1. Analisis Skor Berdasarkan Kelompok Usia (Diperbarui) 

 
Diagram 1  

Analisis Skor Berdasarkan Usia 

 

 
Sumber: Hasil olahan penulis (2023) 

 

Grafik di atas menampilkan Rata-rata Skor Total Berdasarkan Kelompok Usia 

dengan kelompok usia paling muda adalah 25 tahun. Berikut adalah hasil analisis: 

1. Kelompok Usia 25-29: 

o Kelompok usia ini memiliki rata-rata skor baik, meskipun sedikit lebih rendah 

dibandingkan kelompok usia lainnya. Ini mengindikasikan bahwa peserta yang 

lebih muda masih dalam tahap awal karier mereka, dengan potensi untuk 

berkembang lebih jauh melalui pelatihan tambahan. 

2. Kelompok Usia 30-34 dan 35-39: 

o Kedua kelompok ini memiliki rata-rata skor yang tinggi, menunjukkan bahwa 

peserta di usia ini lebih matang secara profesional dan mampu memaksimalkan 

program magang. Kelompok usia ini biasanya sudah memiliki pengalaman kerja 

yang cukup untuk mengintegrasikan pembelajaran baru dalam tugas mereka. 

Temuan dari program magang ini menunjukkan bahwa kelompok usia 30-39 

memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 25-29. Hasil ini 

menunjukkan bahwa peserta yang lebih tua, dengan pengalaman kerja yang lebih matang, 

mampu memaksimalkan program magang. Hal ini sejalan dengan Teori Pembelajaran 

Dewasa yang dikemukakan oleh Knowles (1980), bahwa individu dewasa lebih mudah 
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mengintegrasikan pembelajaran ke dalam konteks kehidupan mereka, terutama ketika 

mereka sudah memiliki pengalaman profesional sebelumnya. 

Sebaliknya, peserta usia 25-29, meskipun menunjukkan potensi yang besar, masih 

berada di tahap awal karier mereka. Keterbatasan pengalaman kerja menyebabkan mereka 

memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan tugas administratif yang lebih 

kompleks. 

Keterkaitan dengan Teori dan Implikasi Teoritis: Temuan ini menguatkan Teori 

Pembelajaran Dewasa (Knowles, 1980) yang menjelaskan bahwa individu dewasa 

cenderung lebih cepat memanfaatkan pengalaman kerja mereka dalam pembelajaran. Selain 

itu, Teori Efektivitas Program (Robbins, 2009) menunjukkan bahwa keberhasilan program 

magang ini juga dapat dilihat dari perubahan perilaku peserta, termasuk inisiatif dan 

kemauan untuk belajar. Dalam hal ini, peserta yang lebih berpengalaman memiliki 

kemampuan yang lebih tinggi untuk mengintegrasikan pembelajaran dalam pekerjaan 

mereka. Untuk peserta yang lebih muda, penting untuk memberikan dukungan lebih dalam 

bentuk pelatihan tambahan, khususnya dalam hal soft skills yang mendukung pengembangan 

karier mereka. 

Rekomendasi: Untuk peserta usia 25-29, disarankan agar modul pelatihan lebih 

difokuskan pada pengembangan keterampilan dasar, seperti manajemen 

proyek dan komunikasi yang dapat mempercepat proses pembelajaran mereka. 

 

2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi dan Kinerja Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin 

a. Jumlah Peserta: 

o Pria: Mayoritas peserta program magang adalah pria, dengan proporsi yang 

lebih besar dibandingkan wanita. 

o Wanita: Jumlah peserta wanita lebih sedikit, namun partisipasi mereka tetap 

signifikan dan menunjukkan performa yang kompetitif. 

b. Rata-rata Skor Total: 

o Pria: Skor rata-rata peserta pria menunjukkan hasil yang sedikit lebih tinggi 

dibandingkan wanita, menunjukkan konsistensi dalam kinerja mereka. 

o Wanita: Meski jumlahnya lebih sedikit, peserta wanita menunjukkan skor 

rata-rata yang hampir setara dengan pria, menandakan kesetaraan dalam 

kualitas pelatihan dan implementasi keterampilan. 
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c. Sebaran Skor: 

o Sebaran skor antara pria dan wanita menunjukkan distribusi yang relatif 

merata, mengindikasikan bahwa pelatihan program magang mampu 

memberikan hasil yang positif tanpa bias gender. 

Tabel 1. 

 Distribusi dan Rata-rata Skor Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Peserta Rata-rata Skor Total 

Pria 14 89.50 

Wanita 6 88.33 

Sumber: Hasil olahan Penulis (2023) 

Meski mayoritas peserta adalah pria, hasil analisis menunjukkan bahwa peserta 

wanita memiliki performa yang sangat kompetitif, dengan skor rata-rata yang hampir setara 

dengan pria. Ini mencerminkan bahwa program magang ini telah berhasil menciptakan 

kesempatan yang setara bagi pria dan wanita untuk berkembang, yang selaras dengan Teori 

Kesetaraan Gender dalam Pendidikan dan Pengembangan Karier (Eagly, 2009). 

Keterkaitan dengan Teori dan Implikasi Teoritis: Hasil ini mendukung Teori 

Kesetaraan Gender (Eagly, 2009), yang menegaskan bahwa peluang yang setara bagi pria 

dan wanita dalam program pengembangan seperti magang akan menghasilkan kualitas kerja 

yang tidak dibedakan oleh gender. Hal ini juga relevan dengan Teori Efektivitas Program, 

di mana kesetaraan dalam kesempatan untuk belajar dan berkontribusi berperan dalam 

meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. 

Rekomendasi: Walaupun program ini berhasil menciptakan kesetaraan gender, 

langkah-langkah lebih lanjut perlu diambil untuk mendorong partisipasi wanita yang lebih 

besar dalam program ini. Ini bisa dilakukan melalui mentoring atau insentif khusus, yang 

akan menarik lebih banyak wanita untuk berpartisipasi dan memperkaya dinamika tim di 

masa depan. 
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3. Analisis Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Diagram 2  

Analisis Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
Sumber: Hasil olahan penulis (2023) 

 

Grafik di atas menampilkan Rata-rata Skor Total Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan dengan temuan sebagai berikut: 

1. Magister (S2): 

o Peserta dengan gelar Magister menunjukkan rata-rata skor tertinggi (90.80). 

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

berkontribusi pada kinerja yang lebih baik dalam program magang. 

2. Sarjana (S1): 

o Peserta dengan gelar Sarjana memiliki skor rata-rata yang sedikit lebih 

rendah (86.93), namun tetap menunjukkan performa yang baik. 

Peserta dengan gelar Magister menunjukkan skor rata-rata yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan Sarjana, yang mendukung Teori Kapital Manusia (Becker, 1964) 

yang mengaitkan pendidikan dengan kemampuan individu untuk menangani tugas-tugas 

yang lebih kompleks. Individu dengan pendidikan Magister memiliki keterampilan analitis 

dan pengambilan keputusan yang lebih kuat dan dibutuhkan dalam administrasi publik. 

Sebagian besar peserta menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi, serta 

kemampuan untuk bekerja dengan baik dalam tim. Namun, ada variasi dalam 

hal prakarsa dan pengembangan potensi diri, di mana beberapa peserta menunjukkan 

inisiatif yang lebih besar dalam merancang rencana aksi, sementara yang lain perlu lebih 
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banyak bimbingan dalam hal inovasi dan inisiatif pribadi. Temuan ini menggarisbawahi 

pentingnya perilaku proaktif dalam memajukan administrasi publik. 

Keterkaitan dengan Teori dan Implikasi Teoretis: Temuan ini memperkuat Teori 

Perilaku Proaktif (Crant, 2000) yang menyatakan bahwa inisiatif individu sangat penting 

untuk mendorong perubahan dalam organisasi. Program ini tidak hanya meningkatkan  

kompetensi teknis peserta, tetapi juga mengembangkan perilaku proaktif yang penting 

dalam menyelesaikan tugas administrasi yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini juga 

mendukung prinsip good governance, dimana transparansi  dan akuntabilitas sangat 

dibutuhkan dalam pelayanan publik. 

Rekomendasi: Untuk meningkatkan prakarsa dan inovasi, disarankan agar program 

magang menambahkan lebih banyak simulasi praktis dan studi kasus, di mana peserta dapat 

lebih mudah mengembangkan ide-ide kreatif dalam merancang solusi yang dapat 

diimplementasikan di lapangan. 

4. Analisis Distribusi Pendidikan dan Tren Skor Berdasarkan Usia 

Diagram 3  

Analisis Distribusi Pendidikan dan Tren Skor berdasarkan Usia 

 

 
Sumber: Hasil olahan penulis (2023) 

a. Distribusi Pendidikan Peserta 

Grafik pertama menunjukkan Distribusi Tingkat Pendidikan : 

● Sarjana (S1): Mayoritas peserta bergelar Sarjana. 

● Magister (S2): Sebagian kecil peserta bergelar Magister, tetapi kontribusi mereka 

signifikan terhadap rata-rata skor yang lebih tinggi. 

b. Tren Skor Berdasarkan Usia 

Grafik kedua menunjukkan Tren Skor Total Berdasarkan Usia: 



Azizah Puspasari, Yoga Suganda Sukanto, Royan Aditama 

268 | Jurnal Administrasi Publik, Vol. XX (2), 2024, 249-280 

● Skor total menunjukkan fluktuasi kecil di seluruh rentang usia, dengan peserta di 

usia 30-34 cenderung memiliki skor yang lebih konsisten tinggi. 

● Peserta di usia yang lebih muda (25-29) dan yang mendekati usia 35-39 juga 

menunjukkan kinerja yang baik, meskipun ada variasi yang lebih besar. 

Insight: 

● Pendidikan: Peserta bergelar Magister menunjukkan performa unggul, namun 

jumlah mereka lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa memperbanyak peserta dengan 

pendidikan tinggi dapat meningkatkan rata-rata kinerja program. 

● Usia: Usia 30-34 menjadi titik optimal dengan tren skor yang lebih stabil dan tinggi, 

menandakan kombinasi pengalaman dan kesiapan belajar yang baik. 

Keterkaitan dengan Teori dan Implikasi Teoritis: Temuan ini memperkuat Teori 

Perilaku Proaktif (Crant, 2000) yang menyatakan bahwa inisiatif individu sangat penting 

untuk mendorong perubahan dalam organisasi. Program ini tidak hanya 

meningkatkan kompetensi teknis peserta, tetapi juga mengembangkan perilaku 

proaktif yang penting dalam menyelesaikan tugas administrasi yang lebih besar dan lebih 

kompleks.  

Rekomendasi: Untuk meningkatkan prakarsa dan inovasi, disarankan agar program 

magang menambahkan lebih banyak simulasi praktis dan studi kasus, di mana peserta dapat 

lebih mudah mengembangkan ide-ide kreatif dalam merancang solusi yang dapat 

diimplementasikan di lapangan. 

 

5. Analisis Ringkasan Statistik Penilaian Perilaku dan Rencana Aksi 

a. Ringkasan Statistik Penilaian Perilaku 

Penilaian perilaku dari 20 peserta dilakukan melalui tiga aspek 

utama: Kedisiplinan, Kerja Sama dan Prakarsa, serta Pengembangan Potensi Diri. 

Berdasarkan data, nilai rata-rata untuk Kedisiplinan adalah 17.77 dengan standar 

deviasi 1.13, menunjukkan tingkat variasi yang tidak terlalu besar di antara peserta. 

Nilai minimum 15.85, sementara nilai maksimum 19.5, menandakan adanya tingkat 

kedisiplinan yang relatif tinggi. 

Rata-rata penilaian aspek Kerja Sama dan Prakarsa 8.79 dengan standar 

deviasi 0.56. Rentang nilai berada antara 7.7 hingga 9.63, mengindikasikan adanya 

konsistensi yang cukup stabil di antara peserta dalam aspek ini. Sedangkan 

dalam Pengembangan Potensi Diri, nilai rata-rata 35.79 dengan standar deviasi 1.78. 



Efektivitas Program Magang Afirmatif ASN Papua Barat dalam Mendukung Kebijakan Nasional 

Jurnal Administrasi Publik, Vol. XX (2), 2024, 73-104 | 269 

Peserta menunjukkan variasi yang lebih besar dalam aspek ini dibandingkan dua 

aspek lainnya, dengan nilai berkisar antara 32.55 hingga 38.18. Data ini menyoroti 

adanya perbedaan yang lebih signifikan dalam kemampuan peserta untuk 

mengembangkan potensi diri mereka 

Tabel 2  

Ringkasan Statistik Penilaian Perilaku 
 Kedisiplinan Kerja Sama dan 

Prakarsa 

Pengembangan Potensi 

Diri 

count 20 20 20 

mean 17.7675 8.791 35.7885 

std 1.131402832 0.563727258 1.779687362 

min 15.85 7.7 32.55 

25% 16.75 8.4375 34.375 

50% 18.25 9 36.23 

75% 18.4625 9.1475 36.9875 

max 19.5 9.63 38.18 

Sumber: Hasil olahan penulis (2023) 
 

b. Ringkasan Statistik Penilaian Rencana Aksi 

Tabel 3.  

Ringkasan Statistik Penilaian Rencana Aksi 
 Ketepatan 

Rencana Aksi 

Terobosan 

Inovatif 

Tahapan dan 

Sumber Daya 

Efektivitas 

Pemaparan 

count 20 20 20 20 

mean 17.795 13.286 44.1305 8.78 

std 0.63616863 0.453157345 1.622274151 0.527506548 

min 16 12.23 40.43 7.5 

25% 17.5 12.9225 42.795 8.5375 

50% 18 13.5 44.855 9 

75% 18.15 13.58 45.2475 9.1125 

max 18.5 13.88 46 9.25 

Sumber: Hasil olahan penulis (2023) 
 

Penilaian rencana aksi peserta mencakup empat indikator: Ketepatan Rencana 

Aksi, Terobosan Inovatif, Tahapan dan Sumber Daya, serta Efektivitas Pemaparan. Secara 

umum, Ketepatan Rencana Aksi menunjukkan nilai rata-rata 17.80 dengan standar 

deviasi 0.64, menunjukkan tingkat keakuratan rencana yang cukup konsisten di antara 

peserta. 

Indikator Terobosan Inovatif memiliki rata-rata 13.29 dengan standar deviasi yang 

relatif rendah, yaitu 0.45. Ini menunjukkan bahwa peserta secara umum memiliki tingkat 

inovasi yang hampir merata, dengan nilai berkisar antara 12.23 hingga 13.88. 

Pada aspek Tahapan dan Sumber Daya, nilai rata-rata tercatat sebesar 44.13 dengan 

standar deviasi 1.62. Rentang nilai berada antara 40.43 hingga 46, yang menunjukkan 
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adanya sedikit perbedaan dalam perencanaan tahapan dan alokasi sumber daya di antara 

peserta. 

Untuk Efektivitas Pemaparan, rata-rata penilaian adalah 8.78 dengan standar 

deviasi 0.53. Rentang nilai berada antara 7.5 hingga 9.25 yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta mampu memaparkan rencana aksi mereka dengan tingkat efektivitas 

yang cukup tinggi. 

Diagram 4  

Distribusi Total Skor Peserta 

 
Sumber: Hasil olahan penulis (2023) 

Visualisasi distribusi skor penilaian perilaku dan rencana aksi telah disediakan untuk 

memberikan gambaran mengenai variasi dan distribusi nilai peserta magang. Dengan 

visualisasi ini, diharapkan dapat terlihat pola penilaian dan area yang memerlukan 

peningkatan lebih lanjut. 

Gambar tersebut menunjukkan histogram distribusi total skor peserta. Pada sumbu 

horizontal (x) terdapat nilai total skor peserta yang berkisar antara 82 hingga 92, sementara 

sumbu vertikal (y) menunjukkan frekuensi jumlah peserta yang mencapai skor tersebut. Dari 

histogram ini, terlihat bahwa skor dengan frekuensi tertinggi berada di sekitar skor 90 dan 

92, dengan frekuensi mencapai sekitar 4. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

peserta mendapatkan nilai yang relatif tinggi, di kisaran 86 hingga 92. Ada pula garis kurva 

yang mengindikasikan tren distribusi data yang menggambarkan puncak di sekitar skor yang 
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paling banyak dicapai, yaitu sekitar 90. Ini menunjukkan pola distribusi yang tidak simetris, 

dengan kecenderungan konsentrasi nilai yang lebih banyak di bagian atas rentang nilai. 

Secara umum, histogram ini memperlihatkan distribusi yang agak mendekati normal tetapi 

sedikit terdistribusi lebih rata pada kisaran skor tinggi, yang menunjukkan bahwa peserta 

cenderung memiliki performa yang baik. 

Penilaian perilaku menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi, dengan sedikit 

variasi di antara peserta. Namun, terdapat perbedaan yang lebih signifikan pada aspek 

prakarsa dan pengembangan potensi diri. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian 

peserta menunjukkan prakarsa yang tinggi dalam merancang rencana aksi, beberapa peserta 

lainnya masih memerlukan dukungan lebih lanjut untuk mengembangkan kemampuan 

inovasi dan inisiatif mereka. 

Keterkaitan dengan Teori dan Implikasi Teoritis: Temuan ini memperkuat Teori 

Perilaku Proaktif (Crant, 2000) yang menyatakan bahwa inisiatif individu sangat penting 

untuk mendorong perubahan dalam organisasi. Program ini tidak hanya 

meningkatkan kompetensi teknis peserta, tetapi juga mengembangkan perilaku 

proaktif yang penting dalam menyelesaikan tugas administrasi yang lebih besar dan lebih 

kompleks.  

Rekomendasi: Untuk meningkatkan prakarsa dan inovasi, disarankan agar program 

magang menambahkan lebih banyak simulasi praktis dan studi kasus, di mana peserta dapat 

lebih mudah mengembangkan ide-ide kreatif dalam merancang solusi yang dapat 

diimplementasikan di lapangan. 

 

6. Keterkaitan Program Magang Dengan Kebijakan Nasional 

Program magang ASN Papua Barat tahun 2023 memiliki keterkaitan erat dengan 

berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya 

di daerah otonomi khusus seperti Papua Barat. Dari perspektif kebijakan, program magang 

yang diterapkan di Papua Barat selaras dengan beberapa kebijakan strategis nasional, 

termasuk: 

a. RPJMN 2020-2024 Rencana aksi peserta magang sejalan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan 

peningkatan kualitas SDM ASN untuk mendukung pembangunan nasional. RPJMN 

menargetkan pengembangan kapasitas ASN agar mampu beradaptasi dengan 

tantangan pembangunan di berbagai daerah, termasuk Papua Barat. Program magang 
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ini membantu peserta memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan 

untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam memberikan pelayanan publik, yang 

merupakan salah satu tujuan strategis RPJMN. 

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Program magang juga 

berkaitan dengan RPJP yang bertujuan untuk mencapai visi pembangunan Indonesia 

yang berkelanjutan. RPJP menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, 

pembangunan daerah tertinggal, dan penguatan kapasitas ASN untuk mendukung 

pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua 

Barat.  

c. Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan 

Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi dasar penting 

bagi rencana aksi magang ini. Inpres tersebut mengamanatkan percepatan 

pembangunan kesejahteraan melalui penguatan kapasitas ASN sebagai ujung tombak 

pelayanan publik.  

d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua UU No. 2 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 menekankan 

pemberdayaan dan pengembangan ASN Papua melalui program afirmatif. Program 

magang ini merupakan bagian dari upaya afirmatif yang bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing ASN Papua Barat.  

e. Peraturan Presiden (Perpres) No. 24 Tahun 2023 tentang Rancangan Induk 

Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Perpres No. 24 Tahun 2023 

menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, 

termasuk penguatan kapasitas birokrasi daerah. Rencana aksi peserta magang ini 

mendukung tujuan RIPPP dengan memberikan pelatihan dan pengalaman praktis 

bagi ASN, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan pembangunan di Papua 

Barat.  

Secara keseluruhan, rencana aksi peserta magang ASN Papua Barat tahun 2023 

dirancang untuk mendukung pencapaian berbagai kebijakan strategis nasional yang berfokus 

pada peningkatan kualitas SDM ASN, pembangunan daerah tertinggal, serta penguatan 

kapasitas birokrasi di wilayah otonomi khusus. Dengan demikian, program ini tidak hanya 

relevan dalam konteks pengembangan kapasitas individu peserta magang, tetapi juga 

mendukung agenda pembangunan nasional secara lebih luas. 
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Keterkaitan dengan Teori dan Implikasi Teoritis: Temuan ini mendukung Teori 

Kebijakan Publik (Dye, 2017), yang menggarisbawahi pentingnya menghubungkan 

kebijakan publik dengan implementasi di lapangan. Program magang ini berhasil 

menciptakan sinergi antara kebijakan nasional dan pelatihan ASN, yang pada gilirannya 

meningkatkan kompetensi dan peran aktif ASN dalam mendukung implementasi kebijakan 

pembangunan di Papua Barat. 

Rekomendasi: Untuk lebih memperkuat dampaknya, disarankan agar program 

magang terus menyelaraskan modul pelatihan dengan prioritas kebijakan nasional, serta 

memperkuat komponen evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa rencana aksi 

yang dihasilkan benar-benar memberikan solusi nyata untuk tantangan lokal. 

 

7. Analisis Relevansi Kebijakan 

Dalam konteks program magang afirmatif bagi ASN di Provinsi Papua Barat, analisis 

relevansi kebijakan menjadi krusial untuk menilai sejauh mana program ini selaras dengan 

kebutuhan pembangunan daerah dan kebijakan nasional melalui penyusunan Rencana Aksi 

para peserta. Program magang ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi ASN Papua 

Barat melalui pengalaman langsung di berbagai instansi pemerintah pusat. Tujuannya adalah 

memperkuat kapasitas ASN dalam perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan 

keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta akuntabilitas dan sistem pengendalian intern 

pemerintah. 

 

Matriks Relevansi Kebijakan dengan Rencana Aksi Peserta 

Berikut adalah matriks yang telah mengelompokkan dari semua judul rencana aksi 

peserta magang untuk menilai relevansi rencana aksi peserta terhadap kebijakan nasional 

dan daerah: 

Tabel 4  

Matriks Relevansi Kebijakan 
Rencana Aksi RPJMN RPJP Inpres No. 

9 Tahun 

2020 

UU Otsus UU RIPPP Kesesuaian 

Strategi Percepatan 

Penghapusan 

Kemiskinan 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sangat 

Relevan 

Pengendalian Internal 

RENJA dan 

RENSTRA 

✓ ✓    Moderat 

Relevan 

Penentuan Skala 

Prioritas Program 
✓ ✓    Moderat 

Relevan 
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Optimalisasi 

Penyusunan Rencana 

Kerja 

✓ ✓    Moderat 

Relevan 

Strategi Peningkatan 

Indeks Inovasi 

Daerah 

✓ ✓ ✓  ✓ Sangat 

Relevan 

Sumber: Hasil olahan penulis (2023)  
 

Interpretasi Matriks: 

● Sangat Relevan: Rencana aksi yang mendukung sebagian besar atau semua 

kebijakan. 

● Moderat Relevan: Rencana aksi yang mendukung beberapa kebijakan tetapi tidak 

semua. 

 

Implikasi Teoritis: Analisis relevansi kebijakan ini mendukung Teori Kebijakan 

Publik (Dye, 2017) yang menekankan pentingnya penerjemahan kebijakan dalam bentuk 

tindakan nyata. Temuan ini mengonfirmasi bahwa program pelatihan yang berbasis pada 

kebijakan publik memiliki dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, 

terutama dalam meningkatkan kapasitas ASN di Papua Barat. Kebijakan afirmatif dalam 

program ini telah menciptakan sinergi antara pengembangan kompetensi ASN dan kebijakan 

nasional yang lebih luas. 

Rekomendasi: Untuk lebih memperkuat dampaknya, disarankan agar program 

magang terus menyelaraskan modul pelatihan dengan prioritas kebijakan nasional, serta 

memperkuat komponen evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa rencana aksi 

yang dihasilkan benar-benar memberikan solusi nyata untuk tantangan lokal. 

 

5. Analisis Keterkaitan Regulasi 

Analisis keterkaitan regulasi membantu mengidentifikasi keselarasan antara 

berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional dengan implementasi di 

lapangan dalam penyusunan Rencana Aksi Peserta Magang. Dengan memahami keterkaitan 

ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku memberikan dukungan yang 

optimal atau justru menimbulkan hambatan dalam implementasi program. Selain itu, analisis 

ini juga berfungsi untuk memastikan konsistensi antara kebijakan nasional dan daerah, serta 

menilai apakah regulasi telah diinterpretasikan dan diterapkan secara efektif oleh para 

pemangku kepentingan. 
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Dalam konteks hasil dan pembahasan jurnal ini, analisis keterkaitan regulasi 

bertujuan untuk menilai keselarasan antara kebijakan afirmatif yang berlaku dan 

implementasi Program Magang Afirmatif bagi ASN Provinsi Papua Barat.  

Matriks berikut menggambarkan analisis keterkaitan antara program magang dan 

kebijakan nasional serta otonomi khusus: 

Tabel 5  

Tabel Analisis Keterkaitan antara Program Magang dan Kebijakan Nasional 

Regulasi Tujuan Utama Hubungan dengan Program 

Magang ASN 

Dampak pada Pembangunan 

SDM ASN 

RPJMN 

2020-2024 

Peningkatan kualitas 

ASN untuk mendukung 

pembangunan nasional 

Program magang mendukung 

target RPJMN dalam 

meningkatkan kompetensi 

ASN di Papua 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan tata 

kelola pemerintahan yang 

efektif di Papua Barat 

RPJP Pembangunan jangka 

panjang untuk 

mencapai Indonesia 

yang sejahtera, 

mandiri, dan 

berkeadilan 

Program magang ASN 

membantu memastikan 

konsistensi dalam 

pengembangan kompetensi 

ASN sesuai tujuan 

pembangunan jangka panjang 

Meningkatkan 

kesinambungan 

pengembangan kapasitas 

ASN guna mencapai tujuan 

pembangunan jangka 

panjang Indonesia 

Inpres      No.9 

Tahun 2020 

Percepatan 

pembangunan 

kesejahteraan di Papua 

dan Papua Barat 

Pengembangan kapasitas ASN 

melalui program magang 

sesuai dengan instruksi 

percepatan pembangunan 

ASN yang lebih adaptif dan 

proaktif akan mempercepat 

pembangunan di wilayah 

otonomi khusus 

UU Otonomi 

Khusus 

Papua 

Pemberdayaan SDM 

lokal untuk 

memperkuat otonomi 

dan daya saing Papua 

Program magang memberikan 

kesempatan bagi ASN Papua 

untuk mengembangkan 

kompetensi mereka 

Pemberdayaan ASN lokal 

melalui pelatihan 

berkelanjutan untuk 

memperkuat peran mereka 

dalam pembangunan 

UU RIPPP Rencana pembangunan 

jangka panjang Papua 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan 

Program magang berkontribusi 

pada penguatan kapasitas ASN 

yang menjadi bagian dari 

pembangunan 

Penguatan kapasitas ASN 

akan mempercepat 

tercapainya target-target 

pembangunan jangka 

panjang di Papua 

Perpres No. 

24 Tahun 

2023 (RIPPP) 

Percepatan 

pembangunan Papua 

dan Papua Barat 

Program magang mendukung 

penguatan kapasitas ASN yang 

menjadi bagian dari 

pembangunan 

Penguatan kapasitas ASN 

mempercepat pembangunan 

di Papua 

Sumber: Hasil olahan penulis (2023) 

 

Berdasarkan analisis di atas, program magang afirmatif sangat efektif dalam 

mendorong ASN Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kompetensi serta turut 

berkontribusi pada program kebijakan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan korelasi yang 

positif antara rencana aksi peserta dengan program kebijakan nasional. Program tersebut 

juga memberikan dampak yang positif bagi pengembangan kompetensi ASN melalui 

program magang afirmatif, baik di Papua maupun wilayah lain yang serupa.  
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Implikasi Teoritis: Analisis keterkaitan regulasi ini memperkuat Teori 

Implementasi Kebijakan (Berman & Matus, 2013) yang menunjukkan bahwa 

bahwa pelatihan berbasis regulasi memiliki dampak besar pada efektivitas implementasi 

kebijakan di lapangan. Program magang ini tidak hanya sesuai dengan regulasi yang ada, 

tetapi juga memastikan bahwa kebijakan nasional diterjemahkan dalam bentuk tindakan 

praktis yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan, terutama di daerah dengan 

tantangan khusus seperti Papua Barat. 

 

PENUTUP  

Program Magang Afirmatif bagi ASN Provinsi Papua Barat tahun 2023 telah berhasil 

memberikan wawasan mendalam mengenai kemampuan peserta dari berbagai kelompok 

usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dalam mengembangkan keterampilan profesional 

mereka dengan beberapa temuan kunci: 

1. Peserta berusia 30-39 menunjukkan performa lebih baik dibandingkan peserta yang 

lebih muda (25-29).  

2. Mayoritas peserta adalah pria, tetapi peserta wanita menunjukkan performa yang sangat 

kompetitif dengan skor rata-rata yang hampir setara. Meski kesetaraan gender dalam 

kualitas pelatihan sudah tercapai, peningkatan partisipasi wanita akan memperkaya 

dinamika dan keberagaman tim, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.  

3. Peserta bergelar Magister menunjukkan skor tertinggi, yang menunjukkan bahwa 

pendidikan lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan kinerja. Peserta bergelar 

Sarjana juga menunjukkan performa yang baik, namun memerlukan peningkatan 

keterampilan melalui pelatihan tambahan agar dapat mencapai performa yang setara.  

4. Analisis terhadap perilaku peserta menunjukkan tingkat kedisiplinan, prakarsa, dan 

kemampuan beradaptasi yang cukup konsisten, dengan variasi skor yang tidak terlalu 

besar.  

5. Program ini selaras dengan kebijakan strategis nasional seperti RPJMN 2020-2024, 

RPJP, dan Inpres No. 9 Tahun 2020, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM 

ASN di Papua dan Papua Barat.  

Adapun rekomendasi yang diberikan adalah : 

1. Pengembangan modul pelatihan khusus berbasis praktik dengan simulasi proyek nyata 

dan studi kasus guna mengembangkan kemampuan mereka. 
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2. Partisipasi wanita dapat meningkat dengan menciptakan lingkungan/tim yang lebih 

beragam dan dinamis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, 

mentoring, dan insentif khusus bagi peserta wanita.  

3. Pelatihan tambahan bagi peserta Sarjana dengan menyediakan pelatihan tambahan 

seperti pengambilan keputusan strategis, inovasi, keterampilan analisis data, evaluasi 

kinerja, dan keterampilan teknis spesifik.  

4. Penyesuaian modul pelatihan dengan prioritas strategis nasional, seperti peningkatan 

kualitas layanan publik, pengentasan kemiskinan, dan penguatan infrastruktur. 

5. Pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi peserta setelah program magang, seperti 

lokakarya, bimbingan karier, dan platform daring alumni untuk mendukung mereka 

dalam melaksanakan rencana aksi yang dirancang serta meningkatkan kapasitas mereka 

secara berkelanjutan.  

6. Pengembangan evaluasi dan feedback terstruktur guna memahami perkembangan 

peserta dan keterlibatan mentor senior dalam memberikan umpan balik juga dapat 

meningkatkan efektivitas program serta memastikan peserta mendapatkan pembinaan 

yang tepat. 
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